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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Disiplin  

Ciri utama suatu organisasi adalah adanya keteraturan dan disiplin adalah 

salah satu metode untuk memelihara keteraturan tersebut.  Disiplin kerja sangat 

besar manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para karyawan.  

Bagi organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan 

kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun 

bagi karyawan akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan 

menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengertian disiplin 

dikemukan oleh Sastrohadiwiryo (2005:291) yang mengatakan bahwa 

“Disiplin Kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima 

sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas atau wewenang yang diberikan 

kepadanya.” 

 

Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan 

organisasi, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan 

memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Menurut Rivai (2011:825) 

mengatakan bahwa 

“Disiplin Kerja adalah suatu alat yang digunakan para manjer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku." 

 

 Maka dari itu untuk menciptakan kedisiplinan yang baik dari para karyawan 

di suatu perusahaan sangat diperlukan adanya kesadaran dan kesediaan dari 

karyawan untuk melaksanakannya. 
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2.2  Bentuk-bentuk Disiplin Kerja  

 Menurut Rivai (2011:826) terdapat empat perspektif daftar yang menyangkut 

disiplin kerja yaitu:    

       Tabel 2.1 

Perspektif Disiplin Kerja 

 

Perspektif Definisi Tujuan Akhir 

Retributif Para pengambil keputusan 

mendisiplinkan dengan suatu cara 

yang proposional tehadap sasaran.  

Dengan tidak melakukan hal seperti 

itu akan dianggap tidak adil oleh 

orang-orang yang bertindak secara 

tidak tepat. 

Menghukum si 

pelanggar 

Korektif  Pelanggaran-pelanggaran terhadap 

peraturan-peraturan harus 

diperlakukan sebagai masalah-

masalah yang dikoreksi daripada 

sebagai pelanggaran-pelanggaran 

yang mesti dihukum.  Hukuman 

akan lunak sebatas pelanggar 

menunjukkan kemauan untuk 

mengubah perilakunya. 

Membantu 

karyawan 

mengoreksi 

perilaku yang tidak 

dapat diterima 

sehingga dia dapat 

terus dikaryakan 

oleh perusahaan. 

Hak-hak 

individual 

Disiplin hanya tepat jika terdapat 

alasan yang adil untuk menjatuhkan 

hukuman.  Hak-hak karyawan lebih 

diutamakan dari pada tindakan 

disiplin. 

Melindungi hak-

hak individu. 

Utilitarian 

 

Tingkat tindakan disiplin diambil 

tergantung pada bagaimana disiplin 

itu akan mempengaruhi 

produktivitas dan profitabilitas.  

Biaya penggantian karyawan dan 

konsekuensi-konsekuensi 

memperkenankan perilaku yang 

tidak wajar perlu dipertimbangkan 

Karena biaya penggantian 

karyawan kian melambung, maka 

kerasnya disiplin hendaknya 

semakin menurun.  Karena 

konsekuensi membiarkan perilaku 

yang tidak terpuji terus meningkat, 

maka demikian pula kerasnya 

hukum.  

Memastikan bahwa 

faedah-faedah 

tindakan disiplin 

melebihi 

konsekuensi-

konsekuensi 

negatifnya. 

       Sumber: Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan (2011:826)  
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2.3  Jenis-jenis Disiplin 

       Menurut Handoko (2010:208) disiplin dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 

1.  Disiplin Preventip 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karayawan agar 

mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-

penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong 

disiplin diri di antara para karyawan. Dengan cara ini para karyawan 

menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata karena dipaksa 

manajemen.  Manajemen mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan 

suatu iklim disiplin preventip di mana berbagai standar diketahui dan 

dipahami.  Bila para karyawan tidak mengetahui standar-standar apa yang 

harus dicapai, mereka cenderung menjadi salah arah atau eratik. 

 

2.  Pendisiplinan Korektif 

Kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-

aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih 

lanjut. Kegiatan korektif sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut 

tindakan pendisiplinan (disciplinary action). Sebagai contoh, tindakan 

pendisiplinan bisa berupa peringatan atau skorsing. 

 

      Sedangkan menurut Rivai (2011:827-830) dalam pelaksanaan tindakan 

disiplin, terdapat beberapa jenis disiplin yaitu: 

1.  Aturan Tungku Panas 

Pendekatan untuk melaksanakan tindakan disipliner disebut sebagai aturan 

tungku panas (hot stove rule).  Menurut pendekatan ini, tindakan disipliner 

haruslah memiliki konsekuensi yang analog dengan menyentuh sebuah 

tungku panas: 

a.  Membakar dengan segera 

Jika tindakan disipliner akan diambil, tindakan itu harus dilaksanakan 

segera sehingga individu memahami alasan tindakan tersebut.  Dengan 

berlalunya waktu, orang memiliki tedensi meyakinkan mereka sendiri 

bahwa dirinya tidak salah yang  cenderung sebagian menghapuskan 

efek-efek disipliner yang terdahulu. 

 

b.  Memberi peringatan  

 Hal ini penting untuk memberikan peringatan sebelumnya bahwa 

hukuman akan mengikuti perilaku yang tidak dapat diterima.  Pada saat 

seseorang bergerak semakin dekat dengan tungku panas, mereka 

diperingatkan oleh panasnya tungku tersebut bahwa mereka akan 

terbakar jika mereka menyentuhnya, dan oleh karena itu ada 

kesempatan menghindari terbakar jika mereka memilih demikian. 
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c.  Memberikan hukuman yang konsisten 

  Tindakan disipliner harulah konsisten ketika setiap orang yang 

melakukan tindakan yang sama akan dihukum sesuai dengan hukum 

yang berlaku. seperti pada tungku panas, setiap orang yang 

menyentuhnya dengan tingkat tekanan yang sama, dan pada periode 

waktu yang sama, akan terbakar pada tingkat yang sama pula. 

   

           d.  Membakar tanpa membeda-bedakan 

Tindakan disipliner seharusnya tidak membeda-bedakan. Tungku panas 

akan membakar setiap orang yang menyentuhnya tanpa memilih-milih.  

 

  2.  Tindakan Disiplin Progresif 

Tindakan disiplin progresif (Progresif discipline) dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa terdapat hukuman minimal yang tepat terhadap setiap 

pelanggaran.  Tujuan tindakan ini adalah membentuk program disiplin 

yang berkembang mulai dari hukuman yang ringan hingga yang sangat 

keras. Disiplin progresif dirancang untuk memotivasi karyawan agar 

mengoreksi kekeliruannya secara sukarela. 

 Adapun tindakan progresif antara lain: 

a.   Peringatan Lisan 

b.   Peringatan Tertulis 

c.   Terminasi 

d.   Pemecatan 

 

 3.  Tindakan Disiplin Positif 

Tindakan disipliner positif dimaksudkan untuk mendorong para karyawan 

memantau perilaku-perilaku mereka sendiri dan memikul tanggung jawab 

atas konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka.  

 

2.4  Indikator-Indikator Kedisiplinan 

 Hasibuan (2008:195-198) mengemukakan beberapa indikator yang 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organsisasi, diantaranya: 

1.  Tujuan dan Kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan.  Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara 

ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan.  Hal ini berarti 

bahwa tujuan (pekerjaan) yang akan dibebankan kepada karyawan harus 
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sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar dia bekerja 

sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.  Akan tetapi, jika 

pekerjaan itu diluar kemampuannya atau jauh di bawah kemampuannya 

maka kesungguhan dan kedisiplinan karyawan rendah.  Disinilah letak 

pentingnya asas the right man in the right place and the right man in the 

right job. 

 

 2.  Teladan Pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahannya.  Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, 

jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan.  Dengan teladan pimpinan 

yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik.  Jika teladan 

pimpinan kurang baik (kurang berdisiplin), para bawahan pun akan kurang 

disiplin.   

         

 3.  Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasaan dan kecintaan 

karyawan terhadap perusahaan/ pekerjaannya.  Jika kecintaan karyawan 

semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik 

pula.  Untuk mewujudkan kedisiplinan karyawan yang baik, perusahaan 

harus memberikan balas jasa yang relatif besar.  Kedisiplinan karyawan 

tidak mungkin baik apabila balas jasa yang mereka terima kurang 

memuaskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarga.  

  

 4.  Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego 

dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya.  Keadilan yang dijadikan 

dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau 

hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik.  

Manajer yang cakap dalam memimpin selalu berusaha bersikap adil 

terhadap semua bawahannya.  Dengan keadilan yang baik akan 

menciptakan kedisiplinan yang baik pula.  Jadi, keadilan harus diterapkan 

dengan baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan karyawan 

perusahaan baik pula. 

        

 5.  Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif 

dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan.  Dengan waskat 

berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, 

gairah keja, dan prestasi kerja bawahannya.  Hal ini berarti atasan harus 

selalu ada/hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan 

petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan 
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moral kerja karyawan.  Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, 

petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. 

  

 6.  Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

karyawan.  Dengan sanksi hukuman yang semakin berat,  karyawan akan 

semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan 

perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. Berat/ringannya sanksi 

hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik/buruknya 

kedisiplinan karyawan. Sanksi hukuman harus ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan logis, masuk akal, dan diinformasikan secara jelas kepada 

semua karyawan.  Sanksi hukuman seharusnya tidak terlalu ringan atau 

terlalu berat supaya hukuman itu tetap mendidik karyawan untuk 

mengubah perilakunya.   

  

 7.  Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan.  Pimpinan harus berani dan tegas, 

bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai 

dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.  Pimpinan yang berani 

bertindak tegas menerapkan hukuman bagi karyawan yang indisipliner 

akan disegani dan diakui kepemimpinannya oleh bawahan.   

  

 8.  Hubungan Kemanusiaan 

Manajer harus berusaha menciptakan suasana hubungan kemanusiaan 

yang serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal di antara semua 

karyawannya.  Terciptanya human relationship yang serasi akan 

mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman.  Hal ini akan 

memotivasi kedisiplinan yang baik pada perusahaan.  Jadi, kedisiplinan 

karyawan akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam organisasi 

tersebut baik. 

 

2.5  Tujuan Pembinaan Disiplin Kerja 

Menurut Sastrohadiwiryo (2005:292) tujuan pembinaan disiplin ada 2 yaitu: 

1.  Tujuan Umum 

Tujuan umum pembinaan disiplin kerja adalah demi kelangsungan 

perusahaan sesuai dengan motif perusahaan yang bersangkutan, baik hari 

ini maupun hari esok. 

 

 2.  Tujuan khusus pembinaan disiplin kerja antara lain sebagai berikut: 

a. Agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang 

berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan 

perintah manajemen. 
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b. Dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta mampu 

memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang 

berkepentingan dengan perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan 

yang diberikan kepadanya. 

 

c. Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan 

jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya. 

 

d. Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku pada perusahaan. 

 

e. Tenaga kerja mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai 

dengan harapan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

 

2.6  Pedoman Disiplin yang Efektif 

Disiplin yang efektif sebaiknya diarahkan kepada prilakunya dan bukannya 

kepada si karyawan secara pribadi, karena alasan untuk pendisiplinan adalah 

untuk meningkatkan kinerja.  Beberapa faktor yang disebutkan oleh Mathis dan 

jackson (2002:317) untuk menciptakan disiplin yang efektif di perusahaan adalah: 

1. Pelatihan untuk Supervisor 

Pelatihan untuk supervisor dan para manajer tentang kapan dan 

bagaimana disiplin digunakan merupakan hal yang kritikal.  Penelitian 

telah menunjukkan bahwa melatih para supervisor tentang keadilan 

prosedural sebagai dasar pendisiplinan menyebabkan karyawan maupun 

pihak lain melihat disiplin sebagai tindakan yang lebih adil dibandingkan 

dengan disiplin yang dilakukan oleh para supervisor yang tidak terlatih.  

Apapun pendekatan disiplin yang digunakan adalah penting untuk 

memberikan pelatihan mengenai keterampilan konseling dan komunikasi, 

karena para supervisor dan manajer akan menggunakannya saat berurusan 

dengan masalah kinerja karyawannya. 

 

2. Konsistensi Dari Tindakan Pendisiplinan 

Para manajer yang mengadministrasikan pendisiplinan haruslah 

mempertimbangkan efek tindakan disiplin yang diambil manjer lain dan 

tindakan disiplin lainnya yang diambil di masa lalu.  Disiplin yang 

konsisten membantu mentetapkan batasan dan menginformasikan orang-

orang mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan.  Disiplin yang 

inkonsisten dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. 

 

3. Dokumentasi 

Disiplin yang efektif mengharuskan adanya penyimpanan data tertulis 

yang akurat dan pemberitahuan tertulis kepada para karyawan.  Dalam 
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sejumlah kasus, tidak adanya pemberitahuan tertulis telah digunakan 

utnuk mendukung argumentasi karyawan dia “tidak tahu apa-apa”. 

 

4. Tindakan Disiplin yang Segera 

Sebagai tambahan disiplin yang efektif harus langsung.  Makin lama 

waktu terentang antara pelanggaran dan tindakan disiplin, maka makin 

kurang efektiflah tindakan disiplin tersebut. 

 

5. Disiplin yang Impersonal 

Pada akhirnya, disiplin yang efektif haruslah ditangani secara impersonal.  

Para manajer memang tidak dapat membuat tindakan disiplin menjadi 

suatu pengalaman yang menyenangkan, namun mereka dapat 

meminimalkan efek yang tidak menyenangkan dengan cara 

menyampaikannya secara impersonal dan memfokuskan kepada 

perilakunya, bukan ke orangnya.  Manajer juga harus membatasi seberapa 

emosionalnya mereka dalam suatu sesi pendisiplinan.  Memang jelas, para 

karyawan akan sedikit marah, kecewa atau agak emosional.  Namun 

adalah penting bahwa supervisor yang menegakkan disiplin tadi harus 

menghindarkan diri dari tingkat emosional yang sama tingginya dengan 

karyawannya. 

 

6. Pemberhentian: langkah pendisiplinan final 

Tahap akhir dari proses pendisiplinan adalah pemberhentian (PHK).  Baik 

pendekatan positif maupun progresif terhadap disiplin menunjukkan 

bahwa jika PHK digunakan adalah jelas bahwa si karyawan sudah diberi 

peringatan sebelumnya mengenai seriusnya persoalan kinerja mereka.  

Memberhentikan karyawan karena mereka tidak menepati janji 

tampaknya lebih seimbang dan bisa dipertahankan di depan dewan juri.  

Juga, sistem yang demikian tampaknya menurunkan reaksi emosional 

yang bisa menyebabkan karyawan yang di PHK mengajukan tuntutan. 

 

2.7  Sanksi Pelanggaran Disiplin 

Pelanggaran kerja adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan seorang pegawai 

yang melangggar peraturan disiplin yang telah diatur oleh pimpinan organisasi. 

 Sedangkan sanksi pelanggaran kerja adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan 

pimpinan organisasi kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang 

telah diatur pimpinan organisasi. 

Menurut rivai (2011:831) ada beberapa tingkat dan jenis sanksi pelanggaran 

kerja yang umumnya berlaku dalan suatu organisasi yaitu: 

 a.  Sanksi pelanggaran ringan, dengan jenis: 

 - Teguran lisan 

 - Teguran tertulis 
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 - Pernyataan tidak puas secara tertulis 

 b.  Sanksi pelanggaran sedang, dengan jenis: 

 - Penundaan kenaikan gaji 

 - Penurunan gaji 

 - Penundaan kenaikan pangkat 

c.  Sanksi pelanggaran berat, dengan jenis: 

 - Penurunan pangkat 

 - Pembebasan dari jabatan 

 - Pemberhentian 

 - Pemecatan      

 

2.8  Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan    

 Menurut Hasibuan (2008:169) pemimpin (leader = head) adalah seseorang 

yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan 

orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai 

suatu tujuan.  Leader adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat 

kepemimpinan dan kewibawahan (Personality authority).  Falsafah 

kepemimpinannya bahwa pemimpin adalah untuk bawahan dan milik bawahan.  

Head adalah seorang pemimpin yang dalam melaksanakan kepemimpinannya 

hanya atas kekuasaan (Power) yang dimilikinya.  Falsafah kepemimpinannya 

bahewa bawahan adalah untuk pemimpin.  Pemimpin menganggap dirinya paling 

berkuasa, paling cakap, sedangkan bawahan dianggap hanya pelaksana keputusan-

keputusannya saja.  Pelaksanaan kepemimpinannya dengan memberikan instruksi/ 

perintah-perintah, ancaman hukuman, dan pengawasan yang ketat. 

      Menurut Hasibuan (2008:170) kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin 

mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja secara produktif untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

       Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang memiliki jiwa 

Pancasila, yang memiliki wibawa dan daya untuk membawa serta dan memimpin 

masyarakat lingkungannya ke dalam kesadaran kehidupan kemasyarakatan dan 

kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

2.9  Asas dan Gaya Kepemimpinan 

Asas utama kepemimpinan Pancasila antara lain sebagai berikut: 

1.  Ing Ngarsa Sung Tuladha, artinya seorang pemimpin haruslah mampu 

lewat sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan 

bagi orang-orang yang dipimpinnya. 

2.  Ing Madya Mangun Karsa, artinya seorang pemimpin harus mampu  

membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang 

yang dibimbingnya. 

3.  Tutu Wuri Handayani, artinya seorang pemimpin harus mampu 

mendorong orang-orang yang diasuhnya berjalan di depan dan sanggup 

bertanggung jawab. 
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Menurut Hasibuan (2008:170) gaya kepemimpinan ada 3 antara lain sebagai 

berikut: 

 1.  Kepemimpinan Otoriter 

Adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada 

pada pimpinan atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentraslisasi 

wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan 

sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan 

saran, ide, daan pertimbangan dalam proses pemganbilan keputusan. 

   

2.  Kepemimpinan Partisipatif 

Adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, 

menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan 

partisipasi para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut 

memiliki perusahaan. pemimpin dengan gaya paritisipatif akan mendorong 

kemampuan bawahan mengambil keputusan. Dengan demikian, pimpinan 

akan selalu membina bawahan untuk menerima tanggung jawab yang lebih 

besar. 

 

3.  Kepemimpinan Delegatif 

Apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahan 

dengan agak lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil 

keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan 

mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya 

diserahkan kepada bawahan. Pada prinsipnya pemimpin bersikap, 

menyerahkan, dan mengatakan kepada bawahan. Di sini pimpinan 

menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaaan kepada 

bawahan dalam arti pimpinan menginginkan agar para bawahan bisa 

mengendalikan diri mereka sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan 

tersebut. Pimpinan tidak akan membuat peraturan-peraturan tentang 

pelaksanaan pekerjaan pekerjaan itu dan hanya sedikit melakukan kontak 

dengan bawahannya. 

 

 


